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SIPNOSIS 

Skripsi ini mengambil judul Kualitas Pelayanan Publik dalam pembuatan akta 

kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. Sebagaimananya 

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil harus memberikan pelayanan yang berkualitas, 

karena dokumen akta kelahiran adalah hak sipil setiap warga Negara Indonesia. Sehinga 

muncul rumusan masalah: bagaimana kualitas pelayanan publik dalam pembuatan akta 

kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. Dengan memiliki 

tujuan ppenelitian ini mendiskripsikan kualitas pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran. 

Manfaat dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, menambah referensi bagi 

mahasiswa yang lain, dan sebagai bahan masukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sintang. 

Jenis penelitian yang digunakan mixed methods. Dimana deskritif kualitatif dan 

kuantitatif dengan teknik survey. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kabupaten Sintang. Subjek yang diteliti 23 informan dan 94 responden. Teknik 

pengumpulan data wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan teknik survey dengan 

menggunakan kuesioner. Teknik analisis data pengumpulan data, penilaian data, interprestasi 

data, kesimpulan, dan prosentase. 

Hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Catatan 

Sipil Kabupaten Sintang sudah dikatakan baik. Hal ini dapat diketahui dari dimensi Tangibels 

(berwujud) ruang tunggu yang sudah memadai memiliki prosentase 46,8% dengan katagori 

baik., penampilan petugas yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 

Tentang Standar Operasional Prosedur memiliki prosentase 39,4%  dengan katagori baik. 

Loket pelayanan belum dikatakan efektif memiliki prosentase dari loket pelayanan 39,4% 

dengan katagori cukup baik. Dimensi reliability (kehandalan) pegawai sudah berusaha cermat 

dalam mengerjakan dokumen akta kelahiran memiliki prosentase 41,5%  dengan katagori 

baik, semua pegawai sudah memiliki kehandalan memberikan Informasi memiliki prosentase 

46,8%  dengan katagori baik. Waktu pelayanan yang singkat dalam pelayanan memiliki 

prosentase 35,1%  dengan katagori cukup baik. Dimensi Responsiveness (respon/tanggap) 

pegawai menerima dan mengharapkan kritik dan saran memiliki prosentase 41,5%, 48,9% 

dan 42,6% dengan karagori baik dan cukup baik. Dimensi assurance (jaminan) adanya 

perbedaan kinerja dalam adminitrasi memiliki prosentase 60,6%  dengan karagori baik, 

kurang tepat waktu dalam mengerjakan dokumen akta kelahiran memiliki prosentase 47,9% 

dengan katagori cukup baik, dan pegawai berupaya membantu masyarakat yang kesulitan 

memiliki prosentase 43,6%  dengan katagori baik. Dimensi empathy (empati) sikap pegawai 

sudah sopan, ramah, tidak ada namanya diskriminasi dan berupaya membantu masyarakat 

yang sedang kesulitan memiliki prosentase 53,2%, 50.0% dan 44,7%  dengan katagori baik. 

Kesimpulan: kualitas pelayanan publik dalam pembuatan akta kelahiran sudah dikatagorikan 

baik. Saran: perlu adanya sistem digital pada loket, perlu adanya pelatihan bagi pegawai, 

penambahan SDM dan waktu pelayanan yang tidak dibatasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan paradigma birokrasi, dari paradigma mengatur menjadi paradigma 

melayani dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memerlukan adanya suatu upaya 

rekonstruksi kultur dan manajemen birokrasi. Kultur dan manajemen dalam birokrasi 

harus mengarah pada pencapaian sosok birokrasi yang profesional, efisien, efektif, dan 

responsif dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Wicaksono, 2010:2). 

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik senantiasa harus menyiapkan 

kebutuhan pelayanan masyarakat yang berkualitas, hal ini perlu dilaksanakan guna 

peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena 

terkait langsung dengan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap tuntutan 

perbaikan sistem pelayanan dimasyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  Sejalan 

dengan fungsi dan peran pemerintah yang harus dilaksanakan baik ditingkat pusat 

maupun daerah, pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.   

Keberadaan pemerintah, menurut pendapat Rasyid (1998:139), pemerintah 

diadakan tidaklah  untuk melayani  dirinya  tetapi  untuk  melayani masyarakat  serta 

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai tujuan bersama. 

Berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan dalam menyediakan pelayanan pemerintah 

harus fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik secara kualitas maupun 

kuantitas sebagai upaya pemberian kepuasan kepada masyarakat. 



Sinambela P, Lijan, dkk (2008:6-7) yang mengatakan kualitas adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keingginan atau kebutuhan pelanggan             

(meeting the needs of costumers). 

Dari tahun ketahun pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakat. Dengan terpenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat maka pelayanan 

tersebuat dapat dibilang memuaskan. Administrasi kependudukan salah satu pelayanan 

publik yang paling mendasar, karena berkaitan dengan eksistensi setiap individu 

sebagai Warga Negara Indonesia. Tujuan pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Admninistrasi kependudukan memberikan perlindungan dan pengakuan 

terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan baru terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. 

Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia 

merdeka.  

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pengaturan tentang 

Administrasi Kependudukan, termasuk didalamnya pengaturan tentang Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) diatur oleh peraturan peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia 

Belanda (Staatsblad) dan setingkat peraturan Menteri. Setelah  tersusunnya Kabinet 

Indonesia Bersatu II Tahun 2009 Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk 

mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi : Pemutakhiran 

Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan KTP 

Elektronik (KTP-el). Kebijakan pemerintah tersebut sebagai refleksi atas Undang 

undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang kemudian 



telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta peraturan 

pelaksananya.  

Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2013 memiliki tujuan utama dari perubahan Undang-undang 

dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi 

kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan  

ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen 

kependudukan. Perubahan subtansi yang paling mendasar ialah pengurusan dan 

penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, pendanaan untuk 

penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi 

maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN, pemerintah diharuskan lebih aktif 

untuk melayani masyarakat dengan sistem jemput bola. Kerja perangkat daerah yang 

bertugas mengurus administrasi kependudukan diserahkan kepada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil.  

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi pelayanan yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan 

seperti pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil berupa 

pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan 

pengakuan anak.  

Akta kelahiran merupakan salah satu identitas yang dapat membuktikan bahwa 

yang bersangkutan memiliki kejelasan status dalam kekuatan hukum tetap dan 

kependudukan hukum yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Setiap kelahiran 

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya 

peristiwa kelahiran. Oleh karena itu, kepemilikan akta kelahiran adalah hak setiap 



warga negara, dan negara berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak tersebut 

melalui pegawai catatan sipil. 

Arti penting dari kepemilikan akta kelahiran yakni: menjadi bukti bahwa 

Negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan 

data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal 

kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang 

sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah 

pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, 

perdagangan anak, karena anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan 

perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga 

negara. 

Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya belum tercatat 

dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. 

Hal ini mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi 

identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah 

terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan 

anak, tenaga kerja dan kekerasan. Maka dari itu dituntut oleh Negara dan masyarakat 

bahwa pelayanan dibagian kependudukan haruslah berkualitas. 

Permasalahan pelayanan publik yang tidak berkualitas dipicu oleh berbagai hal 

yang kompleks, mulai dari budaya birokrasi yang bersifat paternalistik, lingkungan 

kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan zaman, rendahnya sistem reward dalam 

birokrasi, lemahnya mekanisme punishment bagi aparat birokrasi, rendahnya 

kemampuan aparat birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi, serta komitmen 



pimpinan daerah untuk menciptakan pelayanan yang responsif, akuntabel dan 

transparan.  

Bukan hal baru lagi jika pelayanan publik di Indonesia sudah menjadi cap 

negatif dikalangan masyarakat. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sintang untuk mendapatkan pelayanan masyarakat harus melewati rantai 

meja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Kemampuan pelayanan publik yang 

tidak memadai dan sering kali tidak memahami posisi masyarakat sebagai warga 

negara sehingga kadang cenderung meremehkan dan memberikan kualitas pelayanan 

yang seadanya, ini dikarenakan kebijakan yang diberikan bahwa pelayanan 

pengurusan dan pembuatan dokumen tidak dipungut biaya. Pemberian dana dari 

pemerintah pusat sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang.  

Sedangkan kebijakan yang dibuat oleh Bupati di Kabupaten Sintang 

memberikan Surat Edaran kepada masyarakat Kabupaten Sintang, Surat Edaran 

Bupati no. 470/3458/DKPS-A pada tanggal 31 Desember 2013 untuk memberi tautan 

kepada masyarakat bahwa seluruh jenis pelayanan administrasi dalam pengurusan dan 

penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis). 

Didasarkan pada temuan-temuan tersebut, pelayanan publik di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang dituntut untuk memberikan 

kualitas pelayanan yang sangat baik, sehingga peneliti menganggap perlu untuk 

mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang mendalam mengenai kualitas pelayanan 

dalam pembuatan akta di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. 

Dari temuan-temuan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dengan 

kualitas pelayanan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 



Sintang. Secara teknis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menangani pelayanan 

masyarakat dibidang penerbitan akta kelahiran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana Kualitas Pelayanan Publik dalam pembuatan akta kelahiran di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang?” 

C. Tujuan Penalitian 

Untuk mendiskripsikan Kualitas Pelayanan Publik dalam pembuatan akta 

kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat 

Desa “APMD” Yogyakarta 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dalam memperkaya bahasa dibidang Pelayanan Publik dalam pembuatan akta 

kelahiran. 

b. Bagi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta 

Menambah referensi dan masukan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi 

Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

Memberi bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Khusus Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Serta mengembangkan wacana pemikiran 

administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan 

publik. 

 

 

 

 

 

 



pegawai, maka pagawai mengarahkan masyarakat ketempat kepala seksi, 

bidang maupun kepala dinas untuk menindak lanjuti permasalahn itu.  

B. Saran  

Peneliti memberikan saran dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan  dan Catatan Sipil 

Kabupaten Sintang. 

1. Perlu adanya perubahan sistem digital pada loket dan aturan yang berlaku, 

hal ini dilakukan untuk penertiban antrian pada loket. 

2. Perlu adanya kesetaraan kehandalan pada pegawai, bisa melalui pelatihan 

stay home atau membuat pelatihan bimbingan teknik. 

3. Waktu pelayanan jangan dibatasi sampai pada jam 12.00 WIB, karena 

mengingat kondisi jarak antar desa ke kota Sintang lumayan jauh. Selain 

itu biaya yang harus dikeluarkan juga lumayan besar.  

4. Perlu adanya penambahan pada sumber daya manusia (SDM) atau 

penambahan pegawai. Dengan banyaknya pegawai atau SDM maka waktu 

pelayanan bisa dilakukan pada jam 15.00 WIB dan mempercepat waktu 

penyelesaian dokumen akta kelahiran. 
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